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ABSTRAK 

 

 

Kemiskinan merupakan masalah dalam perekonomian yang multidimensional. 

Maka dari itu perlu mencari solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

Upah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Eks-

Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang pada tahun 2010-2015. Variabel dari 

penelitian ini adalah kemiskinan sebagai variabel dependen serta IPM, upah dan 

pengangguran sebagi variabel independen. 

Metode yang digunakan adalah analisis data panel periode 2010 sampai 2015 

dengan jenis data sekunder. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah 

untuk melihat variasi tingkat kemiskinan di 16 kabupaten/kota di Eks-Karesidenan 

Kedu, Banyumas dan Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa dengan rsquared sebesar 98,97%, variabel IPM tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan karena signifikansi variabel IPM sebesar 0,1670 dimana lebih besar dari 

0,05 yang berarti tidak siginifikan, Upah berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kemiskinan sebesar 0,0004 karena di 16 kabupaten dan kota di Eks-Karesidenan 

Kedu, Banyumas dan Semarang lebih banyak bekerja di sektor formal sehingga upah 

sangat berpengaruh terhadap kemiskinan pada tahun 2010-2015. dan pengangguran 

berpengaruh positif terhadap kemiskinan sebesar 0,0307 dikarenakan banyak 

lapangan kerja yang meraaup tenaga kerja yang lebih banyak semacam umkm. 

Kata Kunci: Kemiskinan, IPM, upah, pengangguran 
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ABSTRACK 

Poverty is a problem in a multidimensional economy. Therefore it is 

necessary to find a solution to overcome the problem of poverty. This study aims to 

explain the effect of Human Development Index (HDI), Wages and Unemployment 

on Poverty in the District and Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas and Semarang 

in 2010-2015. Variables of this research are poverty as dependent variable and HDI, 

wage and unemployment as independent variable. 

The method used is panel data analysis period 2010 to 2015 with secondary data type. 

The use of dummy area in this research is to see the variation of poverty level in 16 

districts / cities in Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas and Semarang. Based on the 

results of the study can be concluded that with rsquared of 98.97%, the HDI variable 

does not affect poverty due to the significance of variable HDI of 0.1670 where 

greater than 0.05 which means not significant, Wages have a significant negative 

effect on poverty of 0.0004 Because in 16 districts and cities in Eks-Karesidenan 

Kedu, Banyumas and Semarang mostly work in the formal sector so that wages affect 

poverty in 2010-2015. And unemployment has a positive effect on poverty of 0.0307 

due to the many jobs that employ more labor such as umkm 

 

Keywords: Poverty, HDI, Wages, Unemployment 
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MOTTO 

 

TIDAK AKAN PERNAH ADA PENCAPAIAN DAN KEBERHASILAN 

SAAT KAMU TIDAK BERTINDAK, MULAILAH DARI 

LANGKAH YANG PALING SEDERHANA 

 

SEMUANYA AKAN BAIK-BAIK SAJA, KAMU CUKUP MENYELESEIKAN 

APA YANG TELAH KAMU MULAI DENGAN BAIK 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses multidimensi yang 

mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan 

institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan 

(Todaro dan Smith, 2006: 22). Pandangan ekonomi baru menganggap pertumbuhan 

ekonomi semata tidak dapat dijadikan sebagai tujuan utama pembangunan, 

melainkan perlu diperhatikan mengenai pengentasan kemiskinan, penanggulangan 

ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks 

perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2000). Salah satu faktor yang 

menyebabkan ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu negara 

adalah tingginya angka kemiskinan (Kuncoro, 2005). 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama bagi negara 

sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan tidak hanya persoalan 

pertumbuhan melainkan juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, serta 

kualitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lingkungan 

hidup. Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya 

selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, 

oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara merupakan unsur utama 

dalam pembangunan. 
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Sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya 

daerah yang relatif mempunyai kemiskinan, berbagai kegiatan pembangunan harus 

diarahkan kepada pembangunan daerah yang dilakukan secara terpadu dan 

berkesinambungan sesuai prioritas, oleh karena itu keberhasilan pembangunan 

nasional menjadi salah satu indikator utama untuk laju penurunan jumlah penduduk 

miskin (Suliswanto, 2010). 

Persoalan yang kini menjadi masalah global tersebut mendorong 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil sikap. Millenium 

Development Goals (MDGs) adalah sebuah kebijakan terkait pembangunan yang 

dideklarasikan oleh PBB pada bulan september tahun 2000  yang ditandatangani 

oleh 189 negara anggota. MDGs berisi delapan tujuan pembangunan Millenium, di 

mana sasaran utamanya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan. Sasaran 

utama dalam MDGs juga harus dilaksanakan oleh negara Indonesia sebagai salah 

satu negara yang menandatangani kebijakan MDGs (Todaro dan Smith, 2006: 29).  

Indonesia menduduki peringkat keempat dengan penduduk terbanyak 

setelah China di peringkat pertama, India di peringkat kedua, dan Amerika Serikat 

di peringkat ketiga (Divisi Kependudukan PBB, 2015). Tingginya angka kelahiran 

yang tidak terkendali dengan kualitas yang rendah di Indonesia menjadikan beban 

bagi pemerintah. Jumlah penduduk yang terlalu banyak menimbulkan problematika  

bagi Indonesia salah satunya masalah kemiskinan.  

Istilah kemiskinan menurut Todaro (2006) muncul ketika seseorang atau 

sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang 

dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Sedangkan 
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Bappenas (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana 

seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya 

sampai taraf tertentu yang dianggap manusiawi. Menurut Siregar dan Wahyuniarti 

(2008: 27), seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika 

pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan 

rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut. 

Menurut Mudrajad (2006: 115) di Indonesia sendiri untuk mengukur 

banyaknya jumlah penduduk miskin menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach) yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS). Pengukuran ini dilakukan dengan melihat besar rupiah yang dibelanjakan 

per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non-

makanan. 2.100 kalori per hari digunakan untuk patokan kebutuhan minimum 

makanan sedangkan untuk kebutuhan non-makanan meliputi pengeluaran untuk 

perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.  

Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat 

pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila 

tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud dengan sumber daya 

manusia yang baik, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan 

mengurangi pendapatan, hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang 

mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat 

(Sukirno, 2001).  

Selain itu kemiskinan juga dihubungkan dengan keterbatasan lapangan 

pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki 
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pekerjaan atau pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada 

umumnya tidak memadai. Maka dari itu persoalan kemiskinan menjadi fokus 

perhatian bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Kemiskinan di Propinsi 

Jawa Tengah periode 2010-2014 relatif mengalami penurunan, yaitu pada tahun 

2010 sebesar 16,56% menjadi 13,58% pada tahun 2014. Kondisi kemiskinan di 

Jawa Tengah masih tinggi dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan Nasional 

yaitu 11,6 % (sumber BPS Jateng).  

Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang merupakan tiga dari 

enam daerah Eks-Karesidenan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari lima 

Kabupaten dan satu Kota di Eks-Karesidenan Kedu, yaitu Kabupaten Purworejo, 

Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. 

Eks-Karesidenan Banyumas yang terdiri dari empat kabupaten yaitu, Kabupaten 

Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga. Sedangkan Eks-Karesidenan 

Semarang teridiri dari empat kabupaten dua kota yaitu Kabupaten Kendal, Demak, 

Grobogan, Semarang, Kota Semarang, dan Salatiga. Dari enam belas daerah 

tersebut pada tahun 2010-2015, terdapat dua daerah dengan persentase jumlah 

kemiskinan rendah yaitu Kota Semarang dan Salatiga sedangkan empat belas 

daerah lainnya masih tinggi seperti terlihat pada tabel di bawah ini:   

Tabel 1.1 
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Sumber: BPS Jateng 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami 

fluktuatif di setiap daerah dari tahun 2010 - 2015. Jumlah penduduk miskin pada 

tahun 2010 tertinggi terjadi di Kabupaten Purbalingga dengan jumlah 24,58% dan 

terendah di Kota Semarang sebesar 5,12%. Pada tahun 2011 jumlah penduduk 

miskin tertinggi berada di Kabupaten Wonosobo sebesar 24,21% dan terendah 

berada di Kota Semarang sebesar 5,68%. Tahun 2012, Kabupaten Wonosobo masih 

menduduki jumlah penduduk miskin tertinggi sebesar 22,50 dan Kota Semarang 

masih menjadi daerah dengan penduduk miskin terendah dengan jumlah 5.13%. 

Begitu juga pada tahun 2013 Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Semarang 

masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi sebesar 21,32% 

dan terendah sebesar 5,25%. Sama halnya dengan dua tahun sebelumnya, 

Kabupaten Wonosobo dan Kota Semarang tetap menjadi daerah dengan penduduk 

miskin tertinggi sebesar 21,42 pada tahun 2014 dan 21,45 di tahun 2015 sedangkan 

yang terendah sebesar 5,04 di tahun 2014 dan 4,97 di tahun 2015.  
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Penyebab kemiskinan yang terdapat pada teori lingkaran kemiskinan 

(vicious circke of poverty) Nurkse 1953 (dalam Kuncoro, 1997:132), adanya 

keterbelakangan dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), 

ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktivitas (berdampak pada tingginya pengangguran). Rendahnya produktifitas 

mengakibatkan rendahnya pendapatan (tercermin oleh rendahnya upah) yang akan 

berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi 

berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan 

kerja rendah (Mudrajad Kuncoro, 1997). 

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab utama 

terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Mudrajad (2006) IPM bermanfaat untuk 

membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun 

antardaerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang 

menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk 

mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan 

masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, peningkatan produktifitas 

masyarakat  akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika 

pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun. 

Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada 

rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat 
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pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan 

menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011: 8). 

Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kebijakan upah juga sangat  

berpengaruh terhadap kemiskinan. Upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya 

sangat rendah meskipun secara nominal angkanya mungkin cukup tinggi. Secara 

tidak sadar telah membuat para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari (primer) yang semakin hari mengalami fluktuasi 

harga (inflasi). Dampak dari upah besi juga berdampak pada penjatahan pekerjaan 

oleh pengusaha. Ini dikemukakan oleh (Charles Brown, 1998). Ia mengatakan 

bahwa penentuan upah besi akan berdampak pada penjatahan pekerjaan yang akan 

berdampak pada semakin banyaknya pengangguran. Kebijakan penetapan upah oleh 

pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring 

pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan 

mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (Prabowo, 2014). 

Sistem pemberian upah yang diatur merupakan sumber penghasilan, semakin 

meningkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga 

kesejahteraan juga meningkat sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman 2000 

dalam Achmad Khabhibi, 2013: 49).  

Seperti diketahui kemiskinan juga sangat berkaitan dengan pengangguran. 

Pengangguran memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan karena pengangguran 

sangat berpengaruh pada terjadinya masalah kerawanan berbagai kriminal dan 

gejolak sosial, politik dan kemiskinan (Amalia, 2012). Menurut Sukirno (2004: 28) 

pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja 



8 
 

yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada satu tingkat tertentu, tetapi tidak 

memperoleh pekerjaan yang diinginkan. 

Rendahnya tingkat pertumbuhan permintaan terhadap tenaga kerja di sektor 

industri modern dan tingkat pertumbuhan yang cepat dari persediaan tenaga kerja 

kota yang berasal dari desa yang menyebabkan munculnya pengangguran (Todaro, 

1997). Menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat 

disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Angka Kemiskinan dan 

Pengangguran biasa digunakan untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan. Karena masih 

banyaknya masyarakat yang menganggur menyebabkan masalah kemiskinan terus 

meningkat. Angka kemiskinan selalu disebabkan oleh sebagian masyarakat masih 

banyak menganggur sehingga sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Yudha, 2013). Menurut Yacob (2010:176), upaya menurunkan tingkat 

pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori, jika 

masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan 

dengan penghasilan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika 

kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan ada miskin. Sehingga dikatakan 

dengan tingkat pengangguran rendah maka tingkat kemiskinan juga rendah. 

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah dan Pengangguran 

terhadap kemiskinan menarik perhatian beberapa ekonom untuk melakukan 

penelitian. Shinta Ariyaningtyas (2013) mengemukakan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan dan pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif signifikan 
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terhadap kemiskinan. Danny Nur Febrianica (2015) tentang analisis dampak 

kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan dimana variabel upah berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. 

Hasil penelitian yang bertolak belakang dengan hasil penelitian diatas yaitu 

variabel indeks pembangunan manusia dan pengangguran mempunyai pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin yang diungkap oleh 

Wisnu Adhi Saputra (2011). Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Desi 

Yulianti (2010) yang menunjukkan bahwa variabel upah berpengaruh positif 

terhadap tingkat kemiskinan.  

Dengan hasil penelitian yang beragam maka perlu adanya kajian ulang 

untuk mempelajari kembali hubungan indeks pembangunan manusia, investasi dan 

pengangguran terhadap kemiskinan. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH INDEKS 

PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), UPAH DAN PENGANGGURAN 

TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA EKS-

KARESIDENAN KEDU, BANYUMAS, DAN SEMARANG PADA TAHUN 

2010-2015” 

B. Rumusan Masalah  

Penelitian ini membahas tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), investasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks-

Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang pada tahun 2010-2015. Berikut 

rumusan masalah dalam penelitian ini :  
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1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan 

Semarang tahun 2010-2015?  

2. Bagaimana pengaruh upah terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks-

Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang tahun 2010-2015?  

3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota 

Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang tahun 2010-2015?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari analisis pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), upah dan pengangguran terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang pada tahun 

2010-2015 sebagai berikut:  

1. Menjelaskan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan 

Semarang tahun 2010-2015. 

2. Menjelaskan pengaruh upah terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks-

Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang tahun 2010-2015. 

3. Menjelaskan pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota 

Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang tahun 2010-2015. 

Adapun kegunaan penelitian analisis pengaruh Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), upah dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota 

Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang pada tahun 2010-2015  adalah  
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1. Mengetahui pengaruh masing-masing variabel yaitu Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), upah dan pengangguran terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang pada tahun 

2006-2015.  

2. Bagi Penyusun : memberikan kontribusi sebagai mahasiswa bidang ekonomi 

syariah untuk memberikan pandangan lebih jauh mengenai pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan pengangguran terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan 

Semarang pada tahun 2006-2015. 

3. Bagi Akademisi : memberikan wadah kepada para akademisi untuk 

mengembangkan riset dari penelitian ini dan merealisasikan hasil riset dalam 

keilmuan. 

4. Bagi Pemerintah : memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun 

kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan guna mencapai target 

penurunan angka kemiskinan yang telah diterapkan dalam dokumen 

perencanaan. 

 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari alur pemikiran 

penyusun dari awal hingga akhir penulisan. Kajian dalam penulisan ini antar bab 

secara kesuluruhan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Berikut penjabaran 

sistematika penulisan : 

BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang mengenai topik yang akan diteliti, 
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rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penelitian apa yang akan 

diteliti, tujuan penelitian berisi hal-hal yang ingin dicapai, kegunaan penelitian 

berisi manfaat yang didapat atau diberikan oleh peneliti untuk pihak-pihak terkait. 

Dan terakhir sistematika pembahasan berisi tentang uraian singkat dari 

pembahasan setiap bab dalam penelitian ini. 

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Bab kedua membahas 

tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu kemiskinan, indeks 

pembangunan manusia, upah, dan pengangguran. Bab ini juga menguraikan 

penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 

Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu maka pengembangan hipotesis dan 

kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian membahas tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Kemudian objek penelitian berisi tentang jenis penelitian, sumber data, serta teknik 

analisis data yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat dan menguraikan hasil dari 

penelitian berupa analisis deskriptif serta interpretasi dari hasil data yang diolah. 

Penjelasan dalam bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang muncul dalam 

rumusan masalah. 

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dalam 

penelitian ini. Bab ini juga berisi terkait saran dan masukan yang disampaikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti 
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juga menyampaikan kekurangan yang ada dalam penelitian ini sebagai bahan 

analisis lebih lanjut di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kemiskinan 

1. Definisi Kemiskinan 

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk 

memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi 

ketidakmampuan ini ditandai dengan  kemampuan pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan 

pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk 

memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat, standar 

pendidikan dan lain sebagainya. Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, 

(2001) dikatakan bahwa miskin bila mengalami "capability deprivation" dimana 

seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut 

Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan 

rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan 

kesehatan.  

Menurut World Bank, kemiskinan adalah:  

”The denial of choice and opportunities most basic for human development tolead 

a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, 

selfesteemand there spect of other”.   

Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan merupakan 

kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan 
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kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi 

kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti 

orang lain. Kemiskinan dapat pula dipandang sebagai kondisi anggota masyarakat 

yang tidak atau belum ikut dalam proses perubahan, karena tidak mempunyai 

kemampuan, baik kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas 

faktor produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil 

proses pembangunan (Arsyad, 2010) 

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang 

diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak 

seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat 

maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region incomegap) (Harahap, 

2006). Namun, kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan. 

Kemiskinan biasanya berkaitan dengan standar hidup yang absolut dari masyarakat 

tertentu, sedangkan ketimpangan mengarah pada standar hidup yang relatif dari 

seluruh masyarakat pada tingkat kemiskinan yang maksimum, kekayaan dimiliki 

oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. 

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, 

Pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun 

temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola 

siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu 

kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman 

pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena 



16 
 

terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang 

menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. 

2. Indikator Kemiskinan 

Badan Pusat Statistik (2010) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan 

kebutuhan dasar (basic need approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan ini 

kemiskinan dianggap sebuah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Selain itu, BPS juga menggunakan garis kemiskinan yang merupakan penjumlahan 

dari batas kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan untuk melihat kemiskinan. 

Oleh karena itu penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah garis kemiskinan dimasukkan ke dalam kelompok penduduk miskin.  

Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan 

seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1 per hari masuk 

dalam kategori miskin (Chriswardani Suryawati, 2005). Sedangkan Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur kemiskinan 

berdasarkan dua kriteria (Chriswardani Suryawati, 2005), yaitu:  

a. Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai 

kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua 

kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah 

bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.  

b. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan 

untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu 

makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai 
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rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 

sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun 

bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan 

tidak ada yang sakit selama tiga bulan. 

Indikator tidak lain dari suatu istilah yang sering digunakan, yang berarti 

“sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu yang lain” (Nazir, 1983). BPS 

memberikan 14 kriteria yang dijadikan sebagai indikator keluarga miskin sebagai 

berikut:  

a. Luas lantai bangunan tempat kurang dari 8 m2 per orang  

b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan 

c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester  

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. 

e. Sumber penerngan rumah tangga tidak menggunakan listrik.  

f. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung/sungai/air 

hujan.  

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. 

h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.  

i. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun.  

j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.  

k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.  
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l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, 

buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya 

dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan. 

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD.  

n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000, 

seperti: sepeda motor (kredit/non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang 

modal lainnya. (depsos.go.id). 

 Indikator ukuran kemiskinan menurut Foster-Greer-Thorbecke (dalam 

Todaro, 2004):   

Rumus Perhitungan: 

𝑃𝛼 =  
1

𝑛
∑ [

𝑧 − 𝑦𝑖

𝑧
]

𝛼
𝑞

𝑖−1

 

Keterangan: 

𝛼   = 0,1,2 

𝑧    = Garis Kemiskinan 

𝑦𝑖 = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis 

kemiskinan (i=1,2,3, ..., q), yi < z 

𝑞   = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan 

𝑛   = Jumlah penduduk 

Jika α= 0, maka diperoleh Head Count Index ( 0 P ), yaitu persentase 

penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. α= 1, maka diperoleh Poverty 

Gap Index ( 1 P ), yaitu indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata 

kesenjangan  pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis 



19 
 

kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran 

penduduk dari garis kemiskinan.  α= 2, maka diperoleh Poverty Severity ( 2 P ), 

yaitu indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai 

penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, 

semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.  

Indonesia melalui BPS menggunakan kebutuhan dasar (basic needs 

approach) yang mengukur kemiskinan dengan angka atau hitungan Indeks 

Perkepala (Head Count Index), yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang 

berada di bawah garis kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk 

miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan 

dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu 

konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan 

menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di 

sepanjang waktu. 

3. Teori Penyebab Kemiskinan 

Menurut Sharp (1996) dalam Kuncoro, 2006: 120) penyebab kemiskinan 

dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena 

adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi 

pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam 

jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul karena 

perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia 
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yang rendah berakibat pada produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas 

berdampak pada rendahnya upah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini 

karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, 

atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam 

modal. 

Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan 

(vicious circle of poverty) menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997: 132). Adanya 

ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal 

menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan 

rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi 

pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada 

keterbelakangan dan seterusnya. 

Gambar 1. 1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle Of Poverty) 

Demand Supply 

  

  

 

   

   

  

   

 

 

Sumber: Nurkse (1953) dalam Mudrajad Kuncoro, 2000 
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Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada 

hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh 

ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan 

pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse 

mengatakan : “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin” 

(A country is poor because it is poor), karena memiliki produktivitas yang rendah.  

Rendahnya produktivitas akan menghasilkan penghasilan masyarakat 

kekurangan modal, produktivitas rendah, investasi rendah, tabungan rendah dan 

pendapatan yang rendah pula, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal 

tabungan merupakan sumber utama pembentukan modal masyarakat. Rendahnya 

tabungan maka investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju 

keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. 

Sedangkan menurut Todaro dan Smith (2006: 72), kemiskinan yang terjadi di 

negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut: 

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju 

pertumbuhan ekonominya tergolong lambat. 

2. Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan 

pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi. 

3. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata 

4. Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup dibawah tekanan 

kemiskinan absolut. 
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5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi 

banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara Dunia 

Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju.  

6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi 

kurikulumnya relatif masih sangat kurang relevan maupun kurang memadai. 

4. Kemiskinan dalam perspektif Islam 

Dalam perspektif al-Qur’an, kemiskinan adalah suatu kondisi yang muncul 

akibat dari berbagai faktor, baik dari orang yang bersangkutan maupun yang 

bersumber dari luar. Sumber dari orang yang bersangkutan berupa kelemahan atau 

tidak adanya upaya aktualisasi potensi-potensi yang ia miliki melalui kerja keras 

yang dapat melahirkan prestasi, termasuk juga adanya berbagai kondisi fisik 

maupun psikis yang kondusif bagi terjadi dan lestarinya kemiskinan. Al-Ghazali 

(1980) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang 

tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan 

terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin.  

Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian: 1) kemiskinan dalam 

kaitannya dengan kebutuhan material dan 2) kemiskinan dalam kaitannya dengan 

kebutuhan rohani. Hal yang juga di ungkapkan oleh Wargadinata (2011:7) bahwa 

kemiskinan tidak saja berkaitan dengan rendahnya tingkat kepemilikan harta benda, 

tetapi juga berhubungan dengan terbatasnya berbagai potensi di luar 

kehartabendaan, seperti miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, miskin kasih 

sayang dan sebagainya. 
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Dalam Ibrahim (2007:17) salah satu paradigma Islam adalah bahwa seluruh 

harta benda merupakan milik Allah. Allah yang menciptakan serta 

mengembangkannya. Dia pula yang kemudian mendelegasikannya kepada 

manusia. Oleh karena itu, kepemilikan manusia terhadap harta benda adalah 

kepemilikan pinjaman (milkiyyah musytaqqah) dari kepemilikan asli yang dipunyai 

Allah SWT dan Allah SWT memberikan cobaan kepada manusia dengan harta 

benda yang dimilikinya, sesuai dengan ayat Al quran pada surat Al Anfal [8] ayat 

281 : 

 وَاعْلَمُوا أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلََدكُُمْ فتِنْةٌَ وَأنََّ اللَّهَ عِنْدهَُ أجَْرٌ عَظِيمٌ 

Menurut tafsir Ibnu Katsir (Salim H Bahreisy, 1988:31) ayat tersebut 

menjelaskan bahwa ujian dan cobaan dari Allah SWT kepada kalian, saat Dia 

memberikan harta dan anak itu kepada kalian (manusia), supaya Dia mengetahui 

adakah kalian mensyukuri-Nya atas pemberian ini (harta dan anak), menaati-Nya 

dalam urusannya ataukah kalian (manusia) tersibukkan olehnya (harta dan anak-

anak) dari Allah SWT dan menjadikan keduanya sebagai pengganti Allah SWT. 

Pahala Allah SWT, pemberian-Nya dan surga-surga-Nya lebih baik bagi kalian 

daripada harta dan anak-anak, sebab kadang-kadang di antara mereka itu menjadi 

musuh dan kebanyakan mereka tidak memberi arti apa-apa bagimu, sedang Allah 

SWT lah Dzat yang mengatur, yang memiliki dunia dan akhirat, Allah SWT 

memiliki pahala yang besar pada hari Kiamat. 

                                                             
1 Artinya: dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagian cobaan dan 

Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. Al-anfaal [8]: 28) 
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Dalam perspektif Al Quran kemiskinan adalah suatu kondisi yang muncul 

akibat dari berbagai faktor, baik yang bersumber dari orang yang bersangkutan, 

maupun yang bersumber dari luar. Sumber dari orang yang bersangkutan berupa 

lemah atau tidak adanya upaya aktualisasi potensi-potensi yang ia miliki melalui 

kerja keras yang dapat melahirkan prestasi, termasuk juga adanya berbagai kondisi 

fisik maupun psikis yang kondusif bagi terjadinya kemiskinan. Sumber yang 

berasal dari luar, meliputi adanya kondisi alam, sosial, dan struktural yang 

menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari beberapa penjelasan mengenai 

kemiskinan, Qardawi (1995:49) mengungkapkan bahwa Islam berpendapat bahwa 

kemiskinan adalah problema yang perlu diselesaikan. Islam juga menegaskan, 

penanggulangan kemiskinan adalah suatu hal yang patut dilakukan.  

Wargadinata (2011:1) memandang kemiskinan sebagai masalah, bahkan 

menganggapnya sebagai musuh yang harus dilenyapkan. kemiskinan adalah 

ancaman serius  bagi akidah. Fahmi Huwaidi dalam Wargadinata (2011:1) 

menyebutkan Rasulullah saw sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Na’im dari 

Anas bersabda: “Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran”. Sesuai yang 

disebutkan Qardawi (1996:51) Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan, 

guna menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah 

tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat. Karena itu, Islam 

mengharuskan agar setiap individu mencapai taraf hidup yang layak di dalam 

masyarakat.  
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B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

1. Definisi Pembangunan Manusia 

 Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk 

memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (a process of enlarging peoples 

choices). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan 

suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat berharga.  

Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi 

pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan 

yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan 

manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, 

bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana laporan UNDP 

(1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;  

b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, 

bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep 

pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan 

bukan hanya pada aspek ekonomi semata;  

c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan 

kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan 

kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal; 

d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, 

pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan 
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e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan 

dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen 

dasar kualitas hidup. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-

rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar 

manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:  

a. Indeks Harapan Hidup  

Indeks Pembangunan Manusia menggunakan Angka Harapan Hidup sebagai 

pengukur dimensi kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk 

pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka 

Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati 

penduduk suatu wilayah. Angka Harapan Hidup ketika lahir merupakan suatu 

perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok 

penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut. Angka Harapan Hidup ini dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur indikator kesehatan.  

Semakin tinggi Angka Harapan Hidup suatu masyarakat mengindikasikan 

tingginya derajat kesehatan masyarakat tersebut. Sehubungan dengan sulitnya 

mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka 

untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode 

Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-

rata anak lahir hidup (ALH) dan rata-rata anak masih hidup (AMH) dari wanita 
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pernah kawin. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Untuk 

mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan 

hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya. nilai maksimum harapan hidup 

sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk 

penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 20 tahun (standard UNDP). 

b. Indeks Pendidikan 

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu Angka 

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Indikator 

pertama untuk menghitung indeks pendidikan adalah Angka Harapan Lama 

Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 

mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada 

umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah 

penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung 

untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah 

yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi 

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam 

bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh 

setiap anak. Indikator kedua untuk menghitung indeks pendidikan adalah Rata-rata 

Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang 

digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa 

dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. 

Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah 
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adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas mengikuti standard internasional yang 

digunakan UNDP. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada 

umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.   

c. Indeks Standart Hidup Layak  

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP 

menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk 

perhitungan IPM ub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB 

per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan 

tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk 

mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data 

rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia 

dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang 

disesuaikan. 

2. Tujuan Perhitungan IPM  

Sebagaimana laporan UNDP, perhitungan IPM sebagai indikator 

pembangunan manusia memiliki tujuan penting, yaitu:  

a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan 

perluasan kebebasan memilih. 

b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana. 

c. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.  

d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. 
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IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks 

pendidikan, dan indeks pengeluaran. 

Rumus IPM: 

 IPM =  √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3 × 100 

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: 

1. Sangat Tinggi = IPM ≥ 80 

2. Tinggi    = 70 ≤ IPM < 80 

3. Sedang    = 60 ≤ IPM < 70 

4. Rendah   = IPM < 60 

Indeks Pembangunan Manusia pertama kali  dikembangkan pada tahun 1990 

oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang ekonom dari 

pakistan yang dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University serta Lord Meghnad 

Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program 

pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Dalam (Todaro, 2003) Amartya 

Sen mengungkapkan IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna 

daripada hanya sekedar pendapatan per kapita untuk melihat kemajuan 

pembangunan yang selama ini digunakan.  

Apabila IPM hanya dilihat dari pengeluaran per kapita saja, berarti hanya 

melihat kemajuan status ekonomi suatu daerah/negara berdasarkan pendapatan per 

tahun sedangkan apabila melihat pada sisi sosial, maka akan dapat dilihat dimensi 

yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat. IPM secara 

tidak langsung selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata 

lain semakin tinggi/baik setiap komponen yang menyusun IPM maka akan 
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berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

Begitu pula apabila kesejahteraan suatu wilayah meningkat maka tingkat 

kemiskinan akan semakin berkurang. 

3. Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam  

Kesejahteraan dari pengoptimalan nilai indeks pembangunan manusia 

merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan 

merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. 

Namun kesejahteraan  yang dimaksudkan dalam Al Qur'an bukanlah tanpa syarat 

untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika 

manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang 

dilarangnya (Darsyaf, 1994).  

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. 

Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid Al 

Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin 

melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat 

manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. 

Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau 

menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta (Abdur dalam Agung, 2014). Manusia diciptakan 

oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran sehingga ia ditempatkan pada 

kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia dan 

bentuk pribadi yang bagus itu, Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang 

memungkinkannya menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
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membudayakan ilmu yang dimilikinya. Ini berarti bahwa kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang mulia itu karena akal dan perasaan, ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian kepada Pencipta 

(Zakiah dalam Djaelany, 2014).  

Ayat-ayat Al Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada 

yang secara langsung dan ada yang tidak secara langsung berkaitan dengan 

permasalahan ekonomi seperti berikut ini:  

a. QS An-Nahl [16]: 972  

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَٰ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْييِنََّهُ حَياَةً طَي بِةًَ ۖ وَلنَجَْزِينََّهُمْ 

 أجَْرَهمُْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan 

kepada laki-laki maupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah SWT juga 

akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan 

pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang 

bahagia, santai dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup 

seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimana bentuknya (Salim Bahreisy, 

1988).  

 

 

 

                                                             
2 Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 

telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl [16]: 97) 
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C.  Upah  

1. Definisi Upah  

Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, 

terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah menunjukan penghasilan 

yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya 

(Handoyo, 2008: 5.2). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I 

Ketentuan Umum pasal 1, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan.  

Upah merupakan salah satu unsur untuk menentukan harga pokok dalam 

perusahaan, karena ketidaktepatan dalam menentukan besarnya upah akan sangat 

merugikan perusahaan. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya upah adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja, organisasi buruh, 

kemampuan untuk membayar, produktivitas tenaga kerja, biaya hidup, dan pemerintah 

(Prastyo 2010). 

Sistem pengupahan di Indonesia Pasal 27 ayat (2) UUD dan penjabarannya 

dalam Hubungan Industrial Pancasila. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah 

mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya jadi 

mempunyai fungsi sosial, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja 

seseorang dan memuat pemberian intensif yang mendorong peningkatan 
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produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Oleh karena itu, di Indonesia 

pemerintah turut campur dalam sistem pengupahan yang ditetapkan untuk 

mengurangi kesenjangan terhadap kepentingan antara pekerja dan pengusaha 

(Handoyo, 2008: 5.3).  

2. Teori Upah  

a. Upah Menurut Kebutuhan  

Ajaran Karl Marx pada dasarnya berpusat pada tiga hal. Yang pertama 

adalah mengenai teori nilai. Marx berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan 

sumber nilai ekonomi. Jadi nilai suatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari 

jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut.  

Ajaran yang kedua dari Marx menyangkut pertentangan kelas. Marx berpendapat 

bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk 

mengurangi penggunaan buruh. Dengan demikian akan timbul pengangguran 

besar-besaran.  

Dengan adanya pengangguran yang sangat besar ini maka pengusaha dapat 

menekan upah.  Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari dua ajaran Marx teori nilai 

dan pertentangan kelas adalah terbentuknya masyarakat komunis. Dalam 

masyarakat ini seseorang tidak menjualkan tenaganya kepada yang lain, akan tetapi 

masyarakat itu melalui Partai Buruh akan mengatur apa dan berapa jumlah 

produksi. Dalam masyarakat impian Marx tersebut, tiap orang harus bekerja 

menurut kemampuannya dan tiap orang memperoleh menurut kebutuhannya 

(Handoyo, 2008: 5.5).  
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b. Upah Sebagai Imbalan  

Teori Neoklasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimumkan 

keuntungan, tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian 

rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi 

imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor-faktor produksi 

tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan 

sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan 

upah yang diterima orang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut teori 

Neoklasik, pekerja memperoleh upah senilai dengan pertambahan nilai 

marjinalnya. Dengan kata lain, upah dalam hal ini berfungsi sebagai imbalan atas 

usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha. Dalam rangka 

memaksimumkan keuntungan, pengusaha memberikan imbalan kepada setiap 

faktor produksi sebesar nilai tambah hasil marjinal masing-masing faktor produksi 

tersebut (Handoyo, 2008: 5.7) .  

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah 

yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah 

minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan 

(Mankiw, 2006). Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan 

oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja 

di dalam lingkungan usaha atau kerja. Menurut Kaufman dalam (Achmad 

Khabhibi, 2013), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi 

standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan 

pekerja. Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri 
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Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 

2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor : Per- 01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan 

terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang di maksud 

dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara 

tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun 

pencapaian prestasi tertentu. 

c. Sistem Pengupahan  

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan 

ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada 

tingkat fungsi upah, yaitu: (1) menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan 

keluarganya, (2) mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan (3) 

menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja (Rossanto, 

2008: 5.9). 

d. Kebijakan Penentuan Upah  

Tingkat umum dari pengupahan mengacu pada penghasilan rata-rata dari 

para pekerja yang bekerja di dalam suatu perusahaan dibandingkan dengan upah 

dan penghasilan yang diterima di tempat kerja lain atau dengan biaya hidup. 

Konvensi ILO No. 131 mematok beberapa kriteria untuk menentukan tingkat upah 

minimum. Antara lain berikut ini harus dipertimbangkan: kebutuhan dari para 

pekerja dan keluarga mereka, tingkat umum pengupahan di negara tersebut, biaya 

hidup dan perubahan yang terjadi, tunjangan jaminan sosial, standar hidup relatif 

dari kelompok sosial lainnya, faktor-faktor ekonomi termasuk kebutuhan 
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perkembangan ekonomi, tingkat produktivitas dan daya tarik untuk mencapai dan 

memelihara suatu tingkat kesempatan kerja yang tinggi.  

3.Upah dalam Perspektif Islam  

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah (Ahmad Warson, 1997). 

Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. 

Syarat dan rukun al-ijarah menurut ulama ada 4 (Heri Sudarsono, 1992) yaitu:  

a.Orang yang berakad yakni mu'jir dan musta'jir  

b.Sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan 

tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung 

hidupnya, oleh karena itu wajar apabila dalam hidupnya seseorang terjadi saling 

tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila 

upah akan menjadi salah satu rukun ijarah.  

c. Adanya manfaat/jasa dari akad ijarah tersebut  

d. Sigat (ijab dan qabul) mu'jir dan musta'jir.  

Teori praktek dan sistem upah ulama asy-Syafi'iyah mendefinisikan ijarah 

secara etimologi yaitu upah. Adapun ijarah menurut terminologinya yaitu 

memberikan kemanfaatan yang bisa diketahui dan dapat diganti dengan 

kemanfaatan lain. Sewa-menyewa rukunnya ijab dan qabul antara mu'jir dan 

musta'jir tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak yang berakad. 

Menurut Imam asy-Syafi'i apabila sewa menyewa barang atau tenaga yang 

disewa tidak bermanfaat bagi si penyewa, maka akad sewa menyewa batal. Adapun 

apabila ada kerusakan barang maka si penyewa tidak mengganti, upah yang 
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diberikan kepada pekerja menurut adat kebiasaan (misli) maupun atas kesepakatan 

(musamma). Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan upah pekerja disebutkan 

diantaranya QS At Talaq [65]: 6 tentang memberi upah karena menyusui anak 

(Depag RI, 2004).3 

 فإَنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ 

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, di dalam Islam upah ditentukan 

berdasarkan jenis pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun 

yang telah memberi isyarat bahwa pembagian pekerjaan mengokohkan kembali 

solidaritas sosial (Mukti Ali dalam Dewi, 2015).  Dalam ayat ini dikatakan bahwa 

pemberian upah itu segera setelah seleseinya pekerjaan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering.  

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,4 

عْطُوا الأجَِيرَ أجَْرَهُ قبَْلَ أنَْ يَجِفَّ عَرَقهُُ أَ   

  Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu 

menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si 

pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan 

gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak 

kering atau keringatnya telah kering.” (Dewi Lestari, 2015) 

                                                             
3Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada 

mereka upahnya.”((QS. Ath Tholaq: 6)) 
4 Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu 

Majah, shahih). 
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Islam juga mengatur persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) 

sebagai berikut:  

a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan 

secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah 

menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan 

ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui 

berdasarkan adat kebiasaan.  

b. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan yang 

serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayanan dengan pelayanan hal itu 

menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba. 

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama fiqh memperbolehkan mengambil upah 

sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk 

mendapatkan upah yang layak mereka terima (Gufron, 2002).  

Dari nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian 

perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu 

pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah 

yang merupakan ijarah dalam hukum Islam (Ahmad Azhar, 1987). 

C. Pengangguran 

1. Definisi pengangguran 

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat 

memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994:294). Masalah pengangguran yang 
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menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak 

mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama 

(Todaro, 2003).  

1. Jenis- jenis pengangguran:  

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau 

tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu (Todaro, 1995: 253 , 267, 283):  

a. Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang 

tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.  

b. Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja 

secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, tenaga kerja setengah 

menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama 

seminggu. 

c. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang 

sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup 

banyak karena memang belum mendapat pekerjaan walaupun telah berusaha 

secara maksimal.  

2. Macam-macam pengangguran  

Berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, 

yaitu:  

a. Pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran 

yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan 

perekonomian/siklus ekonomi.  
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b. Pengangguran struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran 

yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam 

jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa 

kemungkinan, seperti: akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan 

teknologi, dan akibat kebijakan pemerintah.  

c. Pengangguran friksional (Frictional Unemployment) adalah pengangguran 

yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari 

kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.  

d. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian 

musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen. 

Pengangguran merupakan suatu masalah makroekonomi yang secara tidak 

langsung mempengaruhi manusia. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan 

berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis. Besarnya 

pengangguran biasanya digambarkan dengan tingkat pengangguran yaitu 

persentase jumlah menganggur terhadap angkatan kerja. Semakin turunnya 

kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan 

peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. 

Indikator pengangguran terbuka yang digunakan oleh BPS adalah tingkat 

pengangguran terbuka (TPT). Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat 

mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai macam cara, antara lain:  

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas, yang berarti bahwa konsumsi 

saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana 
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pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income proverty rate 

dengan consumption poverty rate.  

2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas, yang berarti bahwa 

konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka 

peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam 

jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek. Tingkat 

pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan pekerjaan 

yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada. 

2. Dampak Pengangguran 

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) pengaruh pengangguran yaitu 

pertama, pengaruh ekonomi ketika angka penggangguran meningkat, sebagai 

dampaknya ekonomi membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi 

oleh pengangguran. Kedua, pengaruh sosial yaitu biaya ekonomi dari pengangguran 

jelas benar, namun tidak ada jumlah dolar yang dapat mengungkapkan secara tepat 

tentang korban psikologi dan manusia pada periode panjang pengangguran 

involuntary yang terus menerus. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat 

dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah 

pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang. Tingginya tingkat 

pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata 

memiliki hubungan yang saling berkaitan.  

Bagi para tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau 

hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat 

yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor 

pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas 
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menengah ke atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap 

orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara 

penuh adalah orang kaya. Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi 

permasalahan terbatasanya kesempatan kerja, terbatasnya peluang 

mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan 

upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja 

perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga. 

Oleh karena itu, salah satu mekanisme pokok untuk mengurangi kemiskinan 

dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara sedang berkembang adalah 

memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi 

kelompok masyarakat miskin (Arsyad, 1997).  Oleh sebab itu, pemerintah dapat 

menjalankan berbagai rencana untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas 

pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak guna mengurangi tingkat 

pengangguran. Rencana tersebut antara lain:   

a. Meningkatkan efektivitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam 

menegakkan hubungan industrial yang manusiawi.  

b. Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan 

meningkatkan perlindungan kerja.  

c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam rangka 

mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha.  

d. Meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran di dalam dan luar negeri. 
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3. Pengangguran dalam Perspektif Islam  

Dalam al-Qur’an diperintahkan supaya manusia bekerja dan tidak 

berpangku tangan. Bekerja menurut al-Qur’an merupakan bagian dari tanggung 

jawab keagamaan dan juga tanggung jawab sosial. Dalam hal ini dijelaskan 

melalui QS. At-Taubah [9]: 105 sebagai berikut:5 

ادةَِ وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَيرََى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسوُلهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ۖ وَسَترَُدُّونَ إلِىَٰ عَالِمِ الْغيَْبِ وَالشَّهَ     

 فيَنُبَ ئِكُُمْ بِمَا كنُْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa bekerja bukanlah semata-mata 

bermuatan aspek ibadah, tetapi juga aspek sosial. Perintah bekerja ini ditujukan 

kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah tersebut. 

Bagi mereka yang kondisinya tidak memungkinkan untuk bekerja lagi dan tidak 

memiliki sumber kehidupan atau dapat bekerja tetapi penghasilan mereka tidak 

dapat menutup kebutuhan hidup yang paling primer, yaitu makan dan minum, di 

dalam al-Qur’an diberikan penanggulangan agar mereka mendapatkan bantuan, 

khususnya bantuan yang bersifat konsumtif seperti fidyah dan kaffarat (M. Yusuf 

Al-Qardhawi, 1996: 52). Rasulullah juga menganjurkan agar seorang muslim mau 

bekerja, meskipun pekerjaan tersebut sangat ringan atau tidak membutuhkan 

keterampilan khusus. Pada dasarnya seseorang tidak dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan ekonominya tanpa bekerja. Dengan bekerja sesuai kemampuan dan 

bakat yang dimiliki, pada nantinya akan meningkatkan hasil produksi secara total. 

                                                             
5 Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-

Taubah [9]:105) 
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Terlebih jika mereka bekerja sama dengan yang saling menguntungkan maka 

mereka akan dapat memenuhi kebutuhannya lebih besar. (Nur Chamid, 2010: 252). 

D.  Telaah Pustaka  

Telaah pustaka menyajikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang 

mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Studi pustaka dari wacana 

penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya memperjelas tentang variabel-

variabel dalam penelitian ini, sekaligus memberikan perbedaan antar penelitian satu 

sama lainnya Sehingga kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan 

terhindar dari unsur plagiasi.  

Beberapa penelitian yang menganalisis tentang analisis pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), upah, dan pengangguran terhadap kemiskinan telah 

banyak dilakukan penelitian dengan hasil yang berbeda-beda seperti yang telah 

diuraikan dalam subbab penelitian terdahulu. Pemilihan skripsi dan jurnal 

penelitian sebelumnya didasari oleh kesamaan variabel dependen maupun 

independen, tujuan penelitian, metode analisis, serta hasil penelitian yang akan 

digunakan sebagai acuan-acuan penelitian sebelumnya. 

1. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Shinta Ariyaningtyas pada 

tahun 2013 dengan judul ”Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, 

Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2007-2013”. Penelitian ini menggunakan variabel indeks 

pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengangguran sebagai variabel 

independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu data panel dalam periode 2007-2013. Hasil dari penelitian ini yaitu 



45 
 

indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan, pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan.  

2. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Maruti Nurhayati pada 

tahun 2007 dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa 

Barat”. Penelitian ini menggunakan variabel pendapatan, pendidikan, jumlah 

pengangguran, tingkat ketergantungan sebagai variabel independen dan kemiskinan 

sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda. Dalam penelitian ini Maruti Nurhayati menyimpulkan 

bahwa variabel pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, variabel 

pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, variabel pengangguran 

berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan variabel tingkat ketergantungan 

berpengaruh positif terhadap kemiskinan.  

3. Penelitian ketiga adalah penelitian dari Ryan Pranata Yudha pada tahun 2013 

dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat 

Pengangguran Terbuka dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-

2011”. Penelitian ini menggunakan metode data panel dan menggunakan jenis data 

sekunder dengan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat 

pengangguran terbuka, inflasi sebagai variabel independen serta kemiskinan 

sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 

kemiskinan, variabel upah minimum mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap kemiskinan, variabel tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh 
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negatif signifikan terhadap kemiskinan dan variabel inflasi mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap kemiskinan.  

4. Penelitian keempat adalah penelitian dari Adecitya Dwi Anjuli dan Dhiah Fitrayati 

pada tahun (2013) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan 

Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sampang”. Penelitian ini 

menggunakan metode regresi liniear sederhana dengan menggunakan  software 

Eviews 7 dengan variabel  independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendidikan, 

pengangguran dan variabel dependen yaitu kemiskinan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan negatif 

terhadap kemiskinan, variabel pendidikan tidak berpengaruh dan positif terhadap 

kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan.  

5. Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Adhi Saputra pada 

tahun 2011 dengan judul ”Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks 

Pembangunan Manusia, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 

Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan metode data panel 

dengan variabel independen yaitu jumlah penduduk, PDRB, indeks pembangunan 

manusia dan pengangguran sedangkan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel PDRB berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan variabel pengangguran 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.. 
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6. Penelitian keenam adalah penelitian yang dilakuakan oleh Desi Yulianti pada tahun 

2011 dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan 

Ekonomi, Pengangguran Dan Upah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DIY Periode 

Tahun 2007-2013 (Dalam Perspektif Ekonomi Syariah)”. Penelitian ini 

menggunakan metode data panel dengan variabel independen yaitu pertumbuhan 

ekonomi, indeks pembangunan manusia, pengangguran dan upah sedangkan 

variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel 

indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi DIY, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY, variabel pengangguran 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY dan 

variabel upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 

DIY. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa terdapat beberapa faktor 

yang terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kemiskinan. Namun, terdapat 

perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk variabel penelitian 

yang sama. Penelitian ini hendak menguji kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kemiskinan karena terdapat perbedaan hasil penelitian 

pada penelitian terdahulu.  

Penelitian kali ini mencoba meneliti kembali tentang Pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Upah terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang. Persamaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel indeks pembangunan 
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manusia, pengangguran dan upah namun tidak di dalam satu penelitian melainkan 

dalam berbeda penelitian persamaan variabelnya. Sedangkan perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian kali ini pada periode pengamatan 

dalam penelitian kali ini yaitu tahun 2010-2015 dan sampel yang digunakan 

berbeda.  

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan 

dipengaruhi oleh tiga variabel pembangunan ekonomi, antara lain Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum, dan pengangguran. IPM 

menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi produktivitas dan 

pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan 

Semarang. Selanjutnya, tingkat pengangguran dan upah untuk menggambarkan 

kemampuan suatu struktur perekonomian dalam penyediaan lapangan pekerjaan, 

dimana akan sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pemerataan 

kesejahteraan masyarakat. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel 

independen, bersama-sama dengan kemiskinan sebagai variabel dependen akan di 

regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansinya. Dengan hasil regresi tersebut 

diharapkan mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen yang 

mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya, tingkat signifikansi setiap variabel 

independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah 

dan pihak yang terkait mengenai penyebab kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks-

Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang untuk dapat merumuskan suatu 
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kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara skema, 

kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis  

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan 

Menurut Apriliyah S. Napitupulu (2007) mengatakan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk 

miskin. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan 

perkapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin 
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tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk 

miskin di daerah.  

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah 

terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan 

mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas 

manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan 

mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat 

sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan 

memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan 

produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji 

yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki 

produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, terlihat 

dari peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.   

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya 

akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004). 

Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan 

pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan 

kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi 

modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta 

pembangunan yang berkelanjutan.  
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Menurut Yani Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia memuat 

tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan  

kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), 

untuk mendapatkan pengetahuan (The knowledge) dan mempunyai akses kepada 

sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting 

dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. 

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan 

kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi 

penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk 

miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan 

kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan 

pada gilirannya meningkatkan pendapatan.  

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Shinta Ariyaningtyas (2013) 

menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. Maka dari itu dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan 

Semarang tahun 2010-2015 

2. Pengaruh Upah terhadap Kemiskinan   

Upah merupakan pembayaran jasa-jasa fisik maupun mental kepada tenaga 

kerja. Upah uang yaitu jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai 

pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi 
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(Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010:24). Tujuan utama ditetapkannya upah 

minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, 

efisiensi, dan kesehatan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat 

derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin 

meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat 

sehingga kesejahteraan juga meningkat sehingga terbebas dari kemiskinan 

(Kaufman 2000 dalam Achmad Khabhibi, 2010: 49).  

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Danny Nur Febrianica (2015) 

menyatakan bahwa upah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. 

Maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:  

H2: Upah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks 

Karesidenan Kedu. 

3. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan 

Menurut Sadono Sukirno (2004) efek buruk dari pengangguran adalah 

mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat 

kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan 

masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 

terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila 

pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu 

berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan 

prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Tambunan (2001: 60) 
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mengatakan bahwa pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan 

berbagai cara, antara lain:   

a. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini 

sangat mempengaruhi tingkat pendapatan (income poverty rate) dengan tingkat 

konsumsi (comsumption poverty rate).  

b. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa 

konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka 

peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam 

jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.  

Hubungan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan juga didukung 

oleh teori lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse (1953) yang menggambarkan 

rendahnya produktivitas sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran 

bisa diartikan sebagai rendahnya produktivitas seseorang. Hal itu dikarenakan 

penganggur tidak melakukan pekerjaan apapun untuk menghasilkan upah yang 

nantinya digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin banyak 

pengangguran maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan terus bertambah. 

Dian Octaviani (2001) mengatakan bahwa sebagian rumah tangga di 

Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau 

upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan 

berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat 

dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden 
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pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok 

masyarakat miskin. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengganguran maka 

akan meningkatkan kemiskinan.  

Seperti hasil penelitian Maruti Nurhayati (2007) yang menyimpulkan bahwa 

pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Maka dapat 

diambil hipotesis sebagai berikut:  

H3:Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang tahun 

2010-2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Menutut Morrisan (2012: 4) suatu 

penelitian bersifat empiris karena mempelajari dunia yang diketahui bersama dan 

dapat diukur oleh siapapun. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Morrisan 

(2012) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang tertuju pada pemecahan 

masalah pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk 

mengetahui pengaruh  indeks pembangunan manusia, upah minimum dan 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu, Banyumas 

dan Semarang periode 2010-2015. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain 

dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan atau 

sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Menurut dimensi 

waktunya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel.  

Data panel (panel pooled data) adalah gabungan antara data time series dan 

cross section, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang 

berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa data panel merupakan data dari 

beberapa objek yang diamati dalam kurun waktu lebih dari satu periode. Penelitian 

ini menggunakan data yang bersumber Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 
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dan Badan Pusat Statistik masing-masing kabupaten/kota Eks-Karesidenan Kedu, 

Banyumas dan Semarang. 

C. Sampel dan Populasi Penelitian 

Menurut Morissan (2012: 109), sampel adalah bagian dari populasi yang 

mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif. Sampel juga 

berarti sebagian dari populasi, atau kelompok kecil yang diamati. Sampel dalam 

penelitian ini adalah data tingkat kemiskinan di 16 Kabupaten dan kota Eks-

Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang Tahun 2010 sampai tahun 2015. 

Teknik sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh yang merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2013:85). 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, atau disebut juga universe. 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang 

dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, 

sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah data tingkat kemiskinan di 16 

Kabupaten dan kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang tahun 2010-

2015. 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas atau Independent Variable 

Variabel bebas adalah variabel yang biasanya dianggap sebagai variabel 

prediktor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan variabel 
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dependen (Kuncoro, 2003: 18). Dalam penelitian ini terdapat tiga varibel bebas 

yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum dan pengangguran 

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dinyatakan sebagai rata-rata 

sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar 

manusia, yaitu: indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar 

hidup layak. Menurut UNDP, indeks pembangunan manusia adalah proses 

perluasan pilihan bagi manusia. Indeks pembangunan manusia mengukur 

pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga 

dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup (longevity), pengetahuan 

(knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Dalam penghitungan 

masing-masing indikator tersebut diukur dengan variabel yang mewakili 

komponen-komponen penyusun indeks pembangunan manusia. Komponen 

lamanya hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir, 

pengetahuan diwakili oleh Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years 

of Schooling/EYS), dan rata-rata lamanya sekolah (Mean Years of 

Schooling/MYS). Adapun komponen standar hidup diukur dengan nilai 

konsumsi riil per kapita yang disesuaikan dengan rumus Atkinson. UNDP 

membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah 

ke dalam tiga golongan yaitu (Bappeda Kota Pekan Baru dan BPS, 2007):  

a. Rendah       < 50  

b. Menengah Rendah   50-65  

c. Menengah Tinggi    66-70  

d. Tinggi      > 70  
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Cara perhitungan yang digunakan pada variabel indeks  

pembangunan manusia (BPS, 2015), yaitu:  

IPM = =  √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 ×  𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3 × 100 

b. Upah didefinisikan sebagai penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai 

imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Landasan sistem pengupahan 

yang ada di Indonesia didasarkan pada UUD, pasal 27 ayat 2 (Handoyo, 

2008).  

c. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah Dalam penelitian ini variabel 

pengangguran menggunakan variabel pengangguran terbuka, yaitu mereka 

yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, 

atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan  dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi 

belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang 

penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. TPT 

diukur sebagai presentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan 

kerja.   

TPT = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 x 100 

2. Variabel Terikat atau Dependent Variable  

Variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau mengalami akibat dari variabel lain.  Dalam penelitian ini 

variabel terikat yang di gunakan adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan (MIS) 
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adalah persentase penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan di masing-masing 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang tahun 2010-

2015. Data yang digunakan menggunakan satuan persen dan diambil dari 

publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).  

E. Metode Pengumpulan Data  

Keberhasilan dalam pengumpulan data merupakan syarat bagi keberhasilan 

suatu penelitian. Sedangkan keberhasilan dalam pengumpulan data tergantung pada 

metode yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengumpulan data 

diperlukan guna mendapatkan data-data yang obyektif dan lengkap sesuai dengan 

permasalahan yang diambil. 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh 

kenyataan yang mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode dokumentasi dan metode kepustakaan. Metode dokumentasi dengan cara 

mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik maupun instansi lainnya. Sedangkan metode 

kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang terkait 

dengan penelitian ini. 

Data yang digunakan sepenuhnya adalah data sekunder. Untuk tujuan 

penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data seluruh kabupaten/kota Eks 

Karesidenan Kedu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. 
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Meliputi data Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Upah 

Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada periode tahun 2010-2015. 

F. Metode Analisis Data   

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis 

informasi kualitatif (data yang dapat diukur, diuji dan diinformasikan dalam bentuk 

persamaan, tabel dan sebagainya). Tahapan analisis kuantitatif terdiri dari: estimasi 

model regresi dengan menggunakan data panel, dan juga menggunakan Analisis 

Ekonomi.  

Berdasarkan kerangka pemikiran operasional yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka analisis data dibatasi pada empat variabel, yaitu persentase 

jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, upah minimum dan 

tingkat pengangguran terbuka. 

Perbedaan satuan hitung masing-masing variabel independen, menjadikan 

analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi yang 

telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma. Berikut adalah spesifikasi 

model untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang diidentifikasi 

mempengaruhi tingkat kemiskinan. 

Log(POVit) =  𝛽0 + β1Log(IPMit) + β2 Log(UMKit) + β4Log(UNMPLYit) +  𝜇𝑖𝑡  

 

Dimana: 

Log          = Logaritma 

POV         = Tingkat Kemiskinan (%) 
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IPM          = Indeks Pembangunan Manusia (%) 

UMPLY   = Pengangguran (%) 

UMK        = Upah (ribuan) 

𝜇𝑖𝑡             = Variabel pengganggu (error term) 

 i                = Individu ke-i 

 t                = Periode waktu ke-t 

𝛽0   = Konstanta 

β1,β2,β3,β4 = Koefisien regresi variabel bebas 

G. Spesifikasi Model Panel Data 

Menurut Gujarati (2010: 237) Data panel (pooled data) atau yang disebut 

juga data longitudinal merupakan gabungan antara data cross section dan data 

time series. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu 

terhadap banyak individu sedangkan data time series merupakan data yang 

dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Metode data panel 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik 

yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menggunakan data time series atau 

data cross section. Kelebihan yang diperoleh dari penggunaan data panel 

adalah: 

1. Dapat mengendalikan keheterogenan individu atau unit cross section. 

2. Dapat memberi informasi yang lebih luas, mengurangi kolinearitas 

diantara variabel, memperbesar derajat bebas, dan lebih efisien. 

3. Panel data lebih baik untuk studi dynamics of adjusment. 
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4. Dapat lebih baik untuk mengidentifikasikan dan mengukur efek yang 

tidak dapat dideteksi dalam model data cross section maupun time series. 

5. Lebih sesuai untuk mempelajari dan menguji model perilaku (behavioral 

models) yang kompleks dibandingkan dengan model data cross section 

atau time series.  

Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan 

tiga metode, yaitu model common effect, model fixed effect (efek tetap), dan 

model random effect (efek random). 

1. Model Common Effect 

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan 

mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu 

kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu) 

sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS). Model Common Effect mengabaikan 

adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain 

perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. 

2. Model Fixed Effect ( Efek Tetap) 

Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

karakter diantara objek yang diteliti (intersep). Pendekatan dengan 

memasukkan variabel boneka ini  dikenal dengan sebutan model efek 
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tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variable atau disebut juga 

covariance model. 

Pada metode fixed effect, estimasi dapat dilakukan tanpa 

pembobot (no weighted) atau Least Square Dummy Variable (LSDV) 

dan dengan pembobotan (cross section weight) atau General Least 

Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk 

mengurangi heterogenitas antar unit cross section (Gujarati, 2003). 

3. Model Random Effect (Efek Random) 

Dalam menganalisis regresi data panel, selain menggunakan fixed 

effect model (FEM), analisis regresi dapat pula menggunakan pendekatan 

efek random (random effect). Pendekatan efek random ini digunakan 

untuk mengatasi kelemahan fixed effect model yang menggunakan 

variabel semu, sehingga akibatnya model mengalami ketidakpastian. 

Berbeda dengan fixed effect model (FEM) yang menggunakan 

variabel semu, metode efek random menggunakan residual yang diduga 

memiliki hubungan antarwaktu dan antar objek. 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam pengolahan data panel, mekanisme uji untuk menentukan metode 

pemilihan data panel yang tepat yaitu dengan cara membandingkan metode 

pendekatan common effect dengan metode pendekatan fixed effect model (FEM) 

terlebih dahulu. Jika hasil yang diperoleh menunjukkan model pendekatan 

common effect yang diterima, maka model pendekatan common effect yang akan 

dianalisis. Jika model pendekatan fixed effect model (FEM) yang diterima, maka 
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melakukan perbandingan lagi dengan model pendekatan random effect model 

(REM). Untuk melakukan model mana yang akan dipakai, maka dilakukan 

pengujian diantaranya: 

1. Uji Chow  

Uji Chow  yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model 

common effect atau Fixed Effect Model (FEM) yang akan dipilih untuk 

estimasi data. Pengujian ini mengikuti nilai probabilitas nilai cross-section F 

jika nilai probabilitas < 𝛼 = 0,05 maka H0 ditolak, artinya model panel yang 

baik untuk digunakan adalah fixed effect model (FEM), dan sebaliknya. Jika H0 

diterima, berarti model common effect yang dipakai dan dianalisis. Namun jika 

H0 ditolak, maka model fixed effect model (FEM) harus diuji dasar penolakan 

H0 dengan menggunakan pertimbangan probabilitas Cross section random. 

Jika probabilitas Cross section > 𝛼 = 0,05 maka H0 diterima, artinya model 

yang digunakan adalah random effect model (REM). 

2. Uji Hausman 

Penggunaan model fixed effect mengandung unsur trade-off yaitu 

hilangnya derajat bebas dengan memasukkan variabel dummy. Hausman test 

digunakan untuk memilih apakah model ini fixed effect atau random effect. Jika 

nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang 

digunakan adalah fixed effect dan sebaliknya bila lebih dari taraf signifikansi 

5% (0,05) maka model yang digunakan adalah random effect. 

3. Uji Langrange Multiplier  
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Uji Langrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah 

model random effect lebih baik bila dibandingkan dengan model common effect 

(OLS) untuk digunakan. Nilai LM hitung akan dibandingkan dengan nilai Chi 

Squared tabel dengan derajat kebebasan (degree of freedom) sebanyak jumlah 

variabel independen (bebas) dan alpha atau tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Apabila nilai LM hitung > nilai kritis Chi Squared tabel maka model yang 

dipilih adalah Random Effect, dan sebaliknya apabila nilai LM hitung < nilai 

kritis Chi Squared tabel maka model yang dipilih adalah Common Effect. 

I. Uji Hipotesis 

Setelah model yang paling baik terpilih diantara model common effect, 

fixed effect, atau random effect dalam data panel, selanjutnya dianalisis lebih 

lanjut dengan menggunakan uji hipotesis untuk mengetahui kebaikan modelnya. 

1. Uji Statistika F (uji eksistensi model) 

Uji statistika F pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model 

memiliki pengaruh secara bersama-sama yang signifikan terhadap variabel 

dependennya atau tidak (Kuncoro, 2007). Apabila nilai prob (F-statistic) < 𝛼 

(0.05), maka terima 𝐻𝑎 . Artinya, variabel-variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. 

2. Uji  Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur 

prosentase total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen dalam model (Kuncoro, 2007). Semakin tinggi nilai R2 maka 
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semakin baik model karena semakin besar keragaman perubah dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.  

Nilai R2 yang sempurna adalah 1 (satu), yaitu apabila keseluruhan 

variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang 

dimasukkan dalam model. Dimana 0 < R2 < 1 sehingga kesimpulan yang 

dapat diambil adalah: 

1. Nilai R2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan 

variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak 

bebas sangat terbatas. 

2. Nilai R2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel 

bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk 

memprediksi variasi variabel tidak bebas. 

3. Uji Signifikan Parameter Individual ( Uji Statistik t) 

Jika Uji-F dipergunakan untuk menguji koefisien regresi secara 

bersamaan, maka Uji statistik t pada dasarnya  dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh variabel penjelas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2007: 17). Uji t merupakan 

suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi 

tersebut signifikan atau tidak. Hipotesis dalam penelitian yang akan diuji 

adalah sebagai berikut: 

H0 : = 0  (tidak ada pengaruh) 

 H1: ≠ 0  (ada pengaruh) 
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Kesimpulan: 

1. Jika thitung > ttabel maka tolak H0 terima H1, artinya Xi 

(variabel-variabel bebas pada persamaan) berarti berpengaruh 

nyata terhadap Y (variabel tidak bebas). 

2. Jika thitung < ttabel maka terima H0 tolak H1, artinya Xi 

(variabel-variabel bebas pada persamaan) tidak berpengaruh 

nyata terhadap Y (variabel tidak bebas). 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Kondisi Geografi 

Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang merupakan tiga dari enam Eks 

Karesidenan yang berada di Jawa Tengah. Dikatakan sebagai Eks-Karesidenan 

dikarenakan istilah keresidenan digunakan pada jaman Hindia Belanda terkait 

pembagian daerah administratif di Indonesia sampai pada tahun 1950-an. Dalam 

satu keresidenan terdapat beberapa daerah yang memiliki kondisi geografi yang 

sama dan kebudayaan yang sama. Setelah tahun 1950-an sebutan keresidenan 

berganti Eks-Karesidenan. Secara geografis, wilayah Eks-Karesidenan Kedu, 

Banyumas dan Semarang memiliki 16 Kabupaten/Kota diantaranya 5 kabupaten 

dan 1 kota di Eks-Karesidenan Kedu, 4 Kabupaten di Eks-Karesidenan 

Banyumas dan 4 kabupaten 2 kota di Eks-Karesidenan Semarang.  

Eks-Karesidenan Kedu terdiri dari Kabupaten Wonosobo, Kabupaten 

Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten 

Magelang dan Kota Magelang. Sedangkan Eka-Karesidenan Banyumas terdiri 

dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, 

Kabupaten Purbalingga. Dan untuk Eks-Karresidenan Semarang terdiri dari 

Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten 

Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga. 
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Kabupaten/Kota yang terletak di bagian utara Eks-Karesidenan Kedu, 

Banyumas dan Semarang adalah Kabupaten Kendal, sehingga dengan demikian 

sebelah utara Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang berbatasan 

langsung dengan Laut Jawa. Sebelah Timur ketiga Eks-Karesidenan Jawa tengah 

tersebut bersebelahan langsung dengan Kabupaten Blora, Sragen, Boyolali dan 

DIY. Kabupaten Purworejo dan Kebumen terletak paling selatan yang 

bersebelahan langsung dengan Samudera Indonesia. Bagian barat Eks-

Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang adalah Kabupaten Cilacap yang 

berbatasan dengan Jawa Barat.  

2. Analisis Deskriptif  

 a. Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks baik 

faktor penyebabnya maupun dampaknya. Situasi perekonomian yang semakin 

membaik menyebabkan berkurangnya penduduk yang hidup dibawah garis 

kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin 

dari tahun ke tahun terlihat pada tabel persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota 

Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang berikut,  

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

Tabel 4.1 Presentase kemiskinan Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, 

Banyumas dan Semarang tahun 2010-2015 

  

Sumber: BPS Jateng 

Berdasarkan tabel 4.1 persentase jumlah penduduk miskin di setiap 

kabupaten dan kota di Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang pada 

tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2010. Akan tetapi, pada tahun 2015 

persentase penduduk miskin di beberapa Kabupaten mengalami kenaikan. Dari 

16 jumlah kabupaten/Kota terdapat 7 kabupaten yang mengalami kenaikan 

persentase penduduk miskin. 

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks 

pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan 

dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-

masing komponen indeks.  
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Grafik 4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota 

di Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang tahun 2010-2015 

 

Sumber: BPS Jateng 

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan 

pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan 

manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status 

pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Eks-Karesidenan Kedu, 

Banyuman dan Semarang terus mengalami kemajuan selama periode 2010 

hingga 2016. IPM tertinggi di kabupaten dan kota di Eks-Karesidenan Kedu, 

Banyumas dan Semarang pada tahun 2010 adalah  Kota Salatiga sebesar 78.35. 

Pada tahun 2011 dengan selisis peningkatan sebesar 1.06, Kabupaten Kebumen 

adalah kabupaten dengan peningkatan IPM tertinggi pada tahun 2011.  

Sedangkan pada tahun 2012 kabupaten Wonosobo mengalami 

peningkatan ipm tertinggi dari 63.03 di tahun 2011 menjadi 64.18 di tahun 2012. 

Di tahun 2013, Kabupaten Kebumen mengalami penurunan sebesar 1.18 dari 
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tahun 2012 sebesar 64.47 menjadi 63.29. Namun dari tahun 2010-2015 Kota 

Salatiga merupakan kota dengan jumlah IPM tertinggi diantara 15 kabupaten dan 

kota yang ada di Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang. Sedangkan 

yang terendah berada di Kabupaten Banjarnegara selama periode 2010-2015. 

Meskipun selama periode 2010 hingga 2015 IPM Eks-Karesidenan Kedu, 

Banyumas dan Semarang menunjukkan kemajuan, status pembangunan manusia 

di wilayah tersebut masih stagnan. Terbukti hingga saat ini, pembangunan 

manusia di wilayah Jawa Tengah masih berstatus “sedang”, dan masih sama 

sejak tahun 2010 (Bappeda;2015). 

c. Upah   

Definisi upah Menurut Undang-Undang No.13/2004. Upah adalah hak 

pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan termasuk tunjangan kepada pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.  

Upah minimum rata-rata Kabupaten/kota di Eks-Karesidenan Kedu, 

Banyumas dan Semarang yang memiliki upah minimum tertinggi adalah Kota 

Semarang sebesar Rp 1.685.000,00 di posisi kedua ada Kabupaten Demak Rp 

1.535.000,00 dan diposisi ke tiga adalah Kabupaten Semarang Rp 1.419.000,00. 

Sedangkan upah minimum terendah dari 16 kabupaten adalah Kabupaten 

Banyumas sebesar Rp. 1.100.000,00. Upah minimum umumnya mengalami 
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peningkatan setiap tahunnya. Pada tabel 4.3 menunjukkan perkembangan upah 

minimum Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang 

Grafik 4.3 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Kota Eks-Karesidenan 

Kedu, Banyumas dan Semarang tahun 2010-2015 

 

Sumber: BPS Jateng 

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup 

layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi 

sesuai Pasal 88 ayat (4) mengandung makna bahwa dalam penetapan upah 

minimum pemerintah tidak boleh mengabaikan masalah kemampuan dan tingkat 

produktivitas serta tingkat pertumbuhan ekonomi. 

b. Pengangguran 

Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat yang diikuti dengan 

pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah 

pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Pada grafik 4.4 

menunjukkan persentase tingkat pengangguran terbuka di Eks-Karesidenan 

Kedu, Banyumas dan Semarang berfluktuatif setiap tahunnya. Kabupaten 

Magelang salah satunya sebagai Kabupaten dengan tingkat pengangguran 
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tertinggi sebesar 13.28 namun berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada 

tahun 2013 terlihat bahwa tingkat pengangguran di beberapa Kabupaten di Jawa 

Tengah mengalami peningkatan.  

Dari 16 Kabupaten/Kota, 9 Kabupaten dan 1 kota diantaranya mengalami 

kenaikan tingkat pengangguran. Kenaikan tingkat pengangguran tertinggi 

terdapat di Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 6.13 persen dari 4.38 persen di 

tahun 2012. Pada tahun 2014, kabupaten dan kota banyak mengalami peurunan 

tingkat pengangguran namun pada tahun 2015, tingkat pengangguran 

mengalami kenaikan di beberapa kabupaten dan kota terutama Kabupaten 

Cilacap yang mengalami peningkatan dari 5.65 di tahun 2014 menjadi 8.01 di 

tahu 2015. 

Grafik 4.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Eks-

Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang Tahun 2010-2015 

  

Sumber: BPS Jateng 
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Pengangguran menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia 

karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu 

mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Banyaknya penduduk yang bekerja 

akan berdampak pada peningkatan kemampuan penduduk tersebut dalam 

pemenuhan kebutuhan secara lengkap karena adanya peningkatan pendapatan. 

Begitu pun sebaliknya, pengangguran akan mengurangi kemampuan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhannya yang akhirnya akan membawa masyarakat ke 

dalam kemiskinan. 

B. Analisis Regresi Data Panel 

1. Uji Spesifikasi Model 

a.  Hasil Uji Chow 

Uji chow merupakan uji untuk membandingkan model common effect 

dengan fixed effect. Jika nilai probabilitas cross-section F kurang dari taraf 

signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah fixed effect dan 

sebaliknya bila lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang 

digunakan adalah common effect. Berikut adalah hasil olah data perbandingan 

common effect dan fixed effect. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 101.523697 (15,77) 0.0000 

Cross-section Chi-square 291.250861 15 0.0000 
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Berdasarkan hasil dari uji Chow diperoleh nilai probabilitas Cross Section 

F dan Chi Square sebesar 0,0000 dan 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa model Fixed Effect lebih baik dibandingkan dengan 

pendekatan Common Effect.  

a. Hasil Uji Hausman 

Hausman test digunakan untuk memilih apakah model fixed effect atau 

random effect yang lebih baik. Jika nilai probabilitas cross-section random 

kurang dari nilai kritis yaitu 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah fixed 

effect dan sebaliknya bila lebih dari nilai krisis 5% (0,05) maka model yang 

digunakan adalah random effect. Berdasarkan hasil uji Hausman, didapatkan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman 

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 27.332149 3 0.0000 

     
      

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas FEM 

sebesar  0,000  lebih kecil dari probabilitas 0,05. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa  pendekatan  fixed  effect  lebih baik dibandingkan pendekatan random 

effect. 
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2. Hasil Estimasi Fixed Effect 

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Fixed Effect 

 

Data panel dengan metode fixed effect sebagai berikut: 

ὍὋ ρπȟωωσψτ ρȟρπσυφψ Ὅὖὓ πȟςχφρρρὟὓὑ πȟπτωρφρὝὖὝ Ὡ  

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, maka dapat diinterprestasikan secara 

ekonomi sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan variabel indipendent berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependent kemiskinan dengan nilai 10,99384 yang berarti 

setiap kenaikan dari variabel independent sebesar 1 satuan, maka variabel 

dependent kemiskinan akan naik sebesar 10,99384.  

2. Indek Pembangunan Manusia memiliki nilai -1,103568 dengan slope negatif 

maka peningkatan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif tidak 

sigifikan terhadap kemiskinan. Jika indeks pembangunan manusia naik 1 

persen, maka kemiskinan akan menurun sebesar 1,103568.  

3. Upah memiliki nilai -0,276111 dengan slope negatif maka peningkatan upah 

berpengaruh negatif sigifikan terhadap kemiskinan. Jika upah naik 1 persen, 

maka kemiskinan akan menurun sebesar 0,276111. 

Variabel Coefficient t-Statistik Probabilitas Kesimpulan 

C 10.99384 4.528815 0.0000 Signifikan 

IPM -1.103568 -1.395112 0.1670 Tidak Signifikan 

UMK -0.276111 -3.735760 0.0004 Signifikan 

TPT 0.049161 2.201357 0.0307 Signifikan 


